SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 400.12.1/384 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN TAMBAHAN PESERTA DAN BAYI BARU LAHIR PADA BULAN
JUNI 2026 SEBAGAI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH
DAN PESERTA BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN OLEH

Menimbang

PEMERINTAH DAERAH KE DALAM
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
TAHUN 2026

BUPATI SUKOHARJO,

a. bahwa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada Tahun

2024 telah mencapai Universal Health Coverage (UHC)
maka masyarakat miskin dan/atau tidak mampu yang
belum mempunyai jaminan kesehatan dan merupakan
penduduk Sukoharjo dapat mendaftar Peserta Pekerja
Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang
didaftarkan oleh Pemerintah Daerah ke dalam Jaminan
Kesehatan Nasional langsung aktif;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4A
Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan bagi
Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta
Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan
Kesehatan Nasional Oleh Pemerintah Daerah Beserta
Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta
Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan
Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh
Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelengggara
Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan
Kesehatan Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah
dan Peserta Bukan Pekerja yang Didaftarkan ke dalam
Jaminan Kesehatan Nasional oleh Pemerintah Daerah
Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan
Peserta Bukan Pekerja yang Diberikan Bantuan Iuran
dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III
oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan, bayi yang dilahirkan oleh ibu
kandung yang terdaftar sebagai Peserta Pekerja Bukan
Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja langsung
menjadi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan
Peserta Bukan Pekerja sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan
Keputusan Bupati;



Mengingat
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bahwa pada Bulan Juni 2026 terdapat bayi yang baru
lahir dari ibu Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan
Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah
Daerah ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional, sehingga
langsung menjadi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah
dan Peserta Bukan Pekerja;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Tambahan Peserta dan Bayi Baru Lahir pada
Bulan Juni 2026 sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima
Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang Didaftarkan oleh
Pemerintah Daerah ke dalam Jaminan Kesehatan
Nasional Tahun 2026;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d,
perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan
mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2757);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7153);
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Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012
tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5731);

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013
tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1400) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7
Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang
Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
33);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016
tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif
Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program
Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 442);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun
2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 198);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 300);

. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun

2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 7);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

TEMBUSAN

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;

2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;
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12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 87 Tahun 2020
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan
Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah
dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam
Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Pemerintah Daerah
Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan
Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran
dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III
Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelengggara
Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 87) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 87
Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program
Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima
Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang Didaftarkan ke
dalam Jaminan Kesehatan Nasional oleh Pemerintah
Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah
dan Peserta Bukan Pekerja yang Diberikan Bantuan
[uran Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan
Kelas III Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Tambahan Peserta dan Bayi Baru Lahir pada Bulan Juni
2026 sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan
Peserta Bukan Pekerja yang Didaftarkan Oleh Pemerintah
Daerah ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional, dengan
daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan
Lampiran II Keputusan ini.

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Agustus 2026
BUPATI SUKOHARJO,

ttd.
ETIK SURYANI

: Keputusan ini dikirim kepada

Yth.: Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

itandatangani secara
lektronik oleh :

RETNO WIDIYANTI B, SH
Pembina
NIP. 19790801 200501 2 010
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Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ir.
Soekarno Kabupaten  Sukoharjo di
Sukoharjo;

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo.
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